Jurnal IImiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]
Vol 1 Nomor 4 Desember 2021, hal 1-14
ISSN: 2808-6708

Aturan Upaya Banding Administratif Oleh Aparatur Sipil
Negara Di Badan Pertimbangan Kepegawaian Dengan
Peradilan Tata Usaha Negara

Andre Prayoga

1Fakultas Hukum, 2Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: andreprayoga@gmail.com

Abstrak

Sengketa kepegawaian aparatur sipil negara diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari
keberatan dan banding administratif, banding administratif diajukan kepada badan pertimbangan
aparatur sipil negara, namun impelementasi dari peraturan tersebut sampai sekarang belum terealisasi.
dan menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2011 tentang badan pertimbangan kepegawaian,
merupakan lembaga yang berwenang menerima banding administratif dari aparatur sipil negara, dan
peradilan tata usaha negara berwenang untuk menyelesaikan sengketa kepegawaian berupa banding
administratif karena hal ini, membuat penulis tertarik menelitinya, guna untuk mengetahui bagaiamana
pengajuan banding administratif di badan pertimbangan kepegawaian dan peradilan tata usaha negara,
dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pengajuan banding administratif. Berdasarkan
hasil penelitian, bahwa banding administratif diajukan secara tertulis oleh aparatur sipil negara kepada
badan pertimbangan kepegawaian sebelum 14 (empat belas) hari setelah surat keputusan hukuman
disiplin berat diterima disertai dengan alasan dan bukti-bukti. apabila aparatur sipil negara tidak puas
atas putusan badan pertimbangan kepegawaian, aparatur sipil negara dapat mengajukan banding
administratif berupa gugatan ke Pengadilan tinggi tata usaha negara Jakarta dalam tenggang waktu 90
(Sembilan puluh) hari seteleh putusan badan pertimbangan kepegawaian diterima. didaftarkan kepada
kepaniteraan setelah lolos proses dismissal maka akan diperiksa dalam peradilan dan akan dikeluarkan
keputusan atas sengketa kepegawaian tersebut. mulai dari tenggang waktu, kurangnya wawasan dan
pemahaman atas banding administratif, prosedur gugatan ke pengadilan tinggi tata usaha negara yang
daerah hukumnya badan pertimbangan kepegawaian sehingga menghabiskan baik materil maupun
immaterial merupakan faktor penghambat dalam pengajuan banding administratif.

Kata kunci: Banding Administratif, Badan Pertimbangan Kepegawaian, Peradilan Tata Usaha Negara
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1. PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan yang baik yang menyangkut urusan
eksternal (pelayanan umum) maupun yang berkaitan dengan urusan internal (seperti urusan
kepegawaian),suatu instansi pemerintah (badan/pejabat tasa usaha negara) tidak dapat
dilepaskan dari tugas pembuatan keputusan tata usaha negara dengan semakin kompleksnya
urusan pemerintahan serta semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat
tidak tertutup kemungkinan terjadinya benturan kepentingan antara badan/pejabat tata usaha
negara dengan orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan akibat keputusan
tata usaha negara sehingga menimbulkan suatu sengketa tata usaha negara.

Aparatur sipil negara (Undang-undang ASN) ditahun 2014 setelah proses yang cukup
berliku setelah pembahasanya oleh beberapa tokoh seperti prof.sofian effendi dan priyono
tjiptoherijanto ditahun 2011 akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam undang-undang nomor 5 tahun
2014 tentang aparatur sipil negara pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa“Aparatur sipil negara
yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”. Kemudian
didalam pasal 1 ayat (2) diterangkan bahwa “pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat
PNS adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu,diangkat sebagai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, sebagaimana tercantum dalam alinea ke-empat
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Karena hal untuk mewujudkan tujuan nasional diperlukan penyelenggara kegiatan
pemerintahan dan pembangunan oleh aparatur negara.aparatur yang menyelenggarakan
pemerintahan disebut sebagai penyelenggara negara. Penyelenggara Negara adalah semua
pemangku jabatan struktural, fungsional maupun jabatan negara lainnya guna melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan diperlukan instrument pemerintahan dalam melaksanakan
tugas-tugas pelayanan kepada anggota masyarakat.

Pemerintah yang bersih tercipta dari penegakan disiplin nasional di lingkungan aparatur
negara atau Pegawai Negeri Sipil, tugas yang dilaksanakan mengenai pengelolaan
pembangunan dan pelayanan publik adalah sebuah keniscayaan apabila banyak diberikan
ketentuan serta aturan agar dapat berjalan dengan baik dan benar. Contoh problematika yang
terjadi pada umumnya seperti pelanggaran peraturan disiplin seperti datang kekantor
terlambat, pulang lebih cepat, berkeliaran ditempat keramaian pada saat jam Kkerja,
pemborosan waktu kerja, keterlibatan birokrasi dalam arena politik praktis, ketidak
profesionalan birokrasi, perbuatan asusila yang menjatuhkan martabat pegawai negeri sipil
sehingga menambah lagi kelengkapan citra buruk birokrasi Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan tentu terdapat berbagai macam sengketa, hal
inilah yang disebut sengketa tata usaha negara yang dapat diselesaikan melalui proses
litigasi, yaitu melalu jalur pengadilan. dalam menyikapi hal tersebut, terdapat salah satu upaya
dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian tersebut yaitu salah satu penyelesaian
sengketa kepegawaian adalah upaya administratif, yakni terdiri dari,yaitu keberatan dan
banding administratif.4 berkaitan dengan adanya dua prosedur untuk menyelesaikan
sengketa kepegawaian ini, tidak semua pegawai negeri sipil yang mendapatkan hukuman
mengerti akan hal tersebut.

Dengan adanya prosedur penyelesaian sengketa pengetahuan dan pemahaman yang
benar tentang prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian berdampak besar bagi pegawai
negeri sipil.karena bisa kehilangan hak membela kepentingannya karena dalam pengajuan
gugatan kepada suatu pengadilan memiliki masa daluarsa. dalam pasal 5 dituangkan bahwa
kode etik dan kode perilaku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf b bertujuan
untuk menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara.kode etik dan dan kode
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perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perilaku agar pegawai Aparatur Sipil
Negara :

a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur,bertanggung jawab,dan berintegritas tinggi

b. Melaksanakann tugasnya dengan cermat dan disiplin

c. Melayani dengan sikap hormat,sopan,dan tanpa tekanan

d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil, disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil
untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar
dijatuhi hukuman disiplin.pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan,tulisan,atau perbuatan
pegawai negeri sipil yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan
disiplin pegawai negeri sipil,baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja.hukuman
disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil karena melanggar
peraturan disiplin pegawai negeri sipil. didalam pasal 86 angka (3) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan : “PNS yang
melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin”.

Hukuman disiplin berat yang diterima pegawai negeri sipil akibat melakukan pelanggaran
disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri,dan juga
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Aparatur sipil negara dalam hal ini Pegawai
Negeri Sipil, sebagaimana yang dituang dalam pasal 87 angka (4) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mana pejabat yang
berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin
bagi pegawai negeri sipil. Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 53 Tahun 2010 Tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil didalam Pasal 10 ayat (9) huruf d hukuman disiplin berat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap
kewajiban pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian
tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil bagi pegawai negeri sipil.

Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau
lebih.Lalu upaya apakah yang dapat dilakukan oleh aparatur sipil negara apabila menerima
hukuman disiplin berat,tentu akan terjadi sengketa apabila keputusan tata usaha negara itu
dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara karena akan memberikat akibat hukum bagi
penerima keputusan Tata Usaha Negara,yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara
adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum
perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan
perundang-undanganyang berlaku,yang bersifat konkret, individual, dan final yang
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Didalam undang-undang aparatur sipil negara dikenal dengan sengketa pegawai
Aparatur Sipil Negara, berdasarkan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara bahwa sengketa pegawai aparatur sipil negara
diselesaikan melalui upaya administratif, upaya administratif itu terdiri dari keberatan dan
banding administratif,keberatan diajukan tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang
menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada
pejabat yang berwenang menghukum sedangkan banding administratif diajukan kepada
badan pertimbangan kepegawaian.

Mengenai upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif diatur dengan
peraturan pemerintah.maka dari itu tetap berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian
(BAPEK). Sesuai apa yang dituangkan dalam ketentuan penutup Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,karena tidak adanya Peraturan
Pemerintah yang mengatur tentang banding administratif di badan pertimbangan aparatur sipil
negara,selama peraturan pemerintah tersebut tidak bertentangan dengan undangundang
aparatur sipil negara maka badan pertimbangan kepegawaianlah yang berwenang untuk
menerima banding administratif.
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2. METODE PENELITIAN

Istilah “penelitian hukum® terdiri dari dua kata, yakni “penelitian” dan “hukum?”. asal kata
“penelitian” adalah “teliti” yang berarti suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan
kecermatan. sementara “hukum” diartikan sangat beragam sesuai dengan sudut pandang
masing-masing aliran filsafat hukum. penelitian hukum atau “legal research” berarti penemuan
kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan
permasalahan hukum. pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan menggunakan
2 (dua) pendekatan,yang terdiri atas : penelitian hukum normatif (yuridis normatif),dan
penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).penelitian hukum normatif disebut juga penelitian
doktrinal,dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-
undangan (law in books), dan penelitian terhadap sistematikan hukum dapat dilakukan pada
peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.sedangkan penelitian yuridis
empiris bertujuan menganilis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan
hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.
Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis
normatif).

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu
mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada
masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian
yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-
mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanyata tanpa suatu maksud untuk mengambil
kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung
dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka,yang diperoleh secara langsung dari
masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-
bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. maka dalam penelitian kali sumber data
yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari : Bahan hukum primer,yaitu bahan-
bahan hukum yang mengikat bahan hukum primer yang digunakan yaitu pertama,Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.kedua,
Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 5 tahun 1986 Tentang sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata
usaha negara. ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011
tentang badan pertimbangan kepegawaian.keempat, Peraturan Pemerintah Republik
IndonesiaNomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. kelima Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan b.
Bahan hukum sekunder, yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti
misalnya rancangan undang-undang,hasil-hasil penelitian,hasil karya dari kalangan hukum,
dan seterusnya c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. contohnya adalah
kamus,ensiklopedia, indeks komulatif,dan seterusnya.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan
(library research) yang dilakukan dengan dua cara yaitu : a. Offline; yaitu menghimpun data
studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko
buku,perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus universitas muhamadiyah sumatera
utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud b.
Online; yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching
melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian
dimaksud.

Dalam suatu penelitian,analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan,
mengorganisasikan data secara sitematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban
terhadap permasalahan.analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data
yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian.jenis analisis
data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif.analisis data yang digunakan dalampenelitian
hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.
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Pengolahan data yang didapatkan dari studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan
(library research),maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Prosedur Pengajuan Banding Administratif Di Badan Pertimbangan Kepegawaian

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan usaha tetap.

Badan Pertimbangan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan
Pertimbangan Kepegawaian mempunyai tugas: memberikan pertimbangan kepada presiden
atas usul penjatuhan hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan
setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri, dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil,
bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural eselon | dan pejabat lain yang
pengangkatan dan pemberhentiannya oleh presiden; serta memeriksa dan mengambil
keputusan atas banding administratif dari pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin
berupa pemberhentian dengan hormatkeputusan atas banding administratif dari pegawai
negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormattidak atas
permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil
oleh pejabat Pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah.

Dalam melakukan proses pemeriksaan pejabat yang berwenang melakukan serangkaian
pemeriksaan berupa cross check pelangaran, mendengar pernyataan langsung dari pegawai
negeri sipil yang disangka, mendengar, atau meminta keterangan dari pihak lain agar dapat
objektif dalam penjatuhan hukuman. maka dengan begitu tidak ada pihak yang akan dirugikan
jika keputusan tata usaha negara dikeluarkan, tujuan yang hendak dicapai dalam penjatuhan
hukuman adalah agar pegawai negeri sipil tersebut sadar akan tindakan sehingga tidak
mengulanginya dan apabila telah memenuhi kategori hukuman berat aparatur sipil negara
dalam hal ini pegawai negeri sipil tersebut dapat diberhentikan dengan surat keputusan
hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
atau Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai aparatur sipil negara dalam hal Ini Pegawai
Negeri Sipil.

Pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan
hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai
pegawai negeri sipil oleh pejabat Pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil
pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan
Kepegawaian. banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh
pegawai negeri sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat
sebagai pegawai negeri sipil yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum,
kepada badan pertimbangan kepegawaian. (sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding
administratif. keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri
Sipil selanjutnya disebut dengan (PNS) yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang
dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang
berwenang menghukum. sedangkan banding administratif adalah upaya administratif yang
dapat ditempuh oleh Aparatur Sipil Negara dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas
terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan

Jurnal Homepage: http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum 5



Jurnal IImiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]
Vol 1 Nomor 4 Desember 2021, hal 1-14
ISSN: 2808-6708

sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang

dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Badan Pertimbangan

Kepegawaian (BAPEK). Adapun hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya

administratif, Yaitu:

1. hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh presiden.

2. hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat Pembina kepegawaian, berupa hukuman
disiplin :

S@mPa0 Ty

i.
3. huk

tegoran lisan;

tegoran tertulis;

pernyataan tidak puas secara tertulis;

penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;

penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; g

penuruanan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

emindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
pembebasan dari jabatan.

uman disiplin yang dijatuhkan oleh gubernur selaku wakil pemerintah berupa jenis

hukuman disiplin berat, yaitu
a. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
b. pembebasan dari jabatan.
4. hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Kepala Perwakilan Rl berupa hukuman disiplin :

a.
b.

teguran lisan;
teguran tertulis;

c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
d. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
e. pembebasan dari jabatan.
5. hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum berupa jenis
hukuman ringan, yaitu : teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara

tertulis.

adapun hukuman disiplin yang dapat diajukan upaya administratif adalah:
1. hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:

a. apejabat struktural eselon | dan pejabat yang setara kebawah, untuk jenis

hukuman disiplin sedang berupa : penundaan kenaikan gaji berkala selama 1
(satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;

sekretaris daerah/pejabat struktural eselon Il Kabupaten/Kota ke bawah, untuk
jenis hukuman disiplin sedang berupa : penundaan kenaikan gaji berkala selama
1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;

pejabat struktural eselon Il kebawah di lingkungan instansi vertikal dan unit setara
dengan sebutan lain yang atasan langsungnya pejabat struktural eselon | yang
bukan Pejabat Pembina Kepegawaian, untuk jenis hukuman disiplin sedang
berupa : penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dan penundaan
kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;

pejabat struktural eselon Il kebawah di lingkungan instansi vertikal dan kantor
perwakilan provinsi dan unit setara dengan sebutan lain yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, untuk jenis hukuman
disiplin sedang berupa : penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun,
dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

pejabat struktural eselon Il di lingkungan instansi vertikal dan unit setara dengan
sebutan lain yang atasan langsungnya pejabat struktural eselon | yang bukan
Pejabat Pembina Kepegawaian dan yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, untuk jenis hukuman disiplin sedang
berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

2. hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif adalah yang dijatuhkan

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan gubernur sebagai wakil pemerintah untuk
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jenis hukuman disiplin berat berupa : pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai
PNS maka aparatur sipil negara tersebut akan kehilangan status sebagai Aparatur
Sipil Negara dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil.

Dalam hal ini masih tetap berlaku Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53
tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, yang ditetapkan dalam rangka melaksanakan
ketentuan pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang
perubahan atas UndangNndang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara). penyelesaian sengketa kepegawaian,
sebelum diajukan ke Peradila Tata Usaha Negara, terlebih dahulu diajukan banding
administratif. banding administratif dibidang kepegawaian diajukan kepada Badan
Pertimbangan Kepegawaian.

Aparatur Sipil Negara yang dapat mengajukan upaya administrasi adalah Pegawai Negeri
Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin oleh pimpinan atau pejabat Pembina
kepegawaian baik di tingkat pusat maupun daerah berupa hukuman disiplin berat, dapat
mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Sesuai
dengan prosedur yang ditetapkan, pengajuan keberatan diajukan diajukan kepada pejabat
yang berwenang menghukum, harus disertai alasan, tanggapan dan data-data lain yang
diperlukan serta dalam tenggang waktu yaitu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal
menerima surat keputusan hukuman disiplin.

Sengketa adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individuindividu atau
kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu
objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. sengketa
kepegawaian adalah salah satu jenis sengketa administrasi negara (Sengketa Tata Usaha
Negara) yang bersifat intern, Karena pihak dalam sengketa ini adalah sama-sama
berkedudukan sebagai badan/pejabat tata usaha negara. sengketa kepegawaian dapat terjadi
akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) dalam urusan
kepegawaian, yang dalam praktek kepegawaian seharai-hari banyak dikenal dalam bentuk
surat keputusan (SK) dari pejabat tertentu, seperti: Surat keputusan pengangkatan pegawai,
surat keputusan pemberhentian pegawai baik atas permohonan sendiri maupun bukan atas
permohonan sendiri, surat keputusan mutasi, surat keputusan penjatuhan Sanksi Administrasi
Kepegawaian, surat keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin pegawai negeri sipil, dan lain-
lain.

Dengan kata lain sengketa kepegawaian terjadi apabila tidak diterimanya ketentuan dari
suatu surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menghukum untuk
Aparatur Negara atau pegawai negeri terkait, karena dirasa ada ketidaksesuaian dengan apa
yang dilakukan, sehingga dianggap merugikan Aparatur Sipil Negara tersebut akibat
dikeluarkannya surat keputusan hukuman.Terkait dengan peraturan perundang-undangan
tentang kepegawaian, maka sebelum adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sengketa kepegawaian diatur dalam pasal 35
Undang-Undang Repubklik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang sebagai mana diubah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian, menyebutkan: “penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian dilakukan
melalui peradilan untuk itu, sebagai bagian dari Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman”.

Prosedur Pengajuan Banding Administratif Di Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan harus bersifat independen serta impartial (tidak memihak) peradilan yang
bebas pada hakekatnya berkaitan dengan untuk memperoleh putusan yang seadil-adilnya
melalui pertimbangan dan kewenangan hakim yang mandiri tanpa pengaruh atau campur
tangan pihak lain. sedangkan peradilan yang independen harus menjadi puncak kearifan dan
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perekat kohesi sosial bagi para pihak yang bersengketa. penyelesaian sengketa antara rakyat

dengan penguasa atau antara sesama warga diproses melalui peradilan. peradilan tidak

punya kebebasan dan kemandirian untuk mengatur hal-hal berkaitan dengan masalah internal
institusional dan sustansif.

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi
rakyat penari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara.rakyat pencari keadilan adalah
tiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun orang Asing, dan badan hukum perdata
yang mencari keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara. kekuasaan kehakiman di
lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh:

a. Pengadilan Tata Usaha Negara

b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

sedangkan kekuasaan kehakiman pada lingkungan peradilan tata usaha negara
berpuncak kepada mahkamah agung sebagai pengadilan negara tertinggi. pengadilan terdiri
atas:

a. Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkat pertama;

b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkat banding.

Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006
tentang pemberlakuan buku Il pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi pengadilan
(Buku II) telah menguraikan karakteristik hukum acara di pengadilan TUN yang telah
dirangkum sebagai berikut:

1. dalam proses pemeriksaan di persidangan, peranan hakim aktif (dominius litis). peranan
hakim yang aktif tersebut, karena hakim dibebani tugas untuk mencari kebenaran materiil

2. dalam sengketa TUN, kedudukan antara penggugat dengan tergugat tidak seimbang
maka penggugat dapat memohon kepada hakim/majelis hakim yang memeriksa
perkaranya. selanjutnya atas dasar kewenangan yang dimiliki hakim/majelis hakim dapat
meminta alat bukti tersebut untuk diajukan di persidangan.

3. asas pembuktian yang mengarah pada sistem pembuktian bebas terbatas (vrij bewijs).
hakim menentukan apa yang harus dibuktikan , beban pembuktian, beserta penilaian
pembuktian ada ditangan hakim

4. putusan hakim tidak boleh bersifat ultar petita (melebihi tuntutan penggugat).

Seperti layaknya sistem peradilan yang lain, inti dari sistem Peradilan Tatat Usaha
Negara adalah hubungan ketergantungan antar setiap bagian, yang membentuk sistem
(interrelationship between parts). Perlu ditegaskan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara pada
dasarnya menegakkan hukum publik, yaitu hukum tata usaha negara sebagaimana
ditetapkan dalam pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa sengketa yang termasuk lingkup kewenangan
Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa tata usaha negara yaitu sengketa yang timbul
dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau
pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap pegawai negeri sipil, badan atau pejabat
Administrasi Negara setelah mempelajari hasil laporan pemeriksaan terhadap pegawai negeri
sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin harus mengeluarkan keputusan
(beschikking).Keputusan yang dirasakan merugikan pegawai negeri sipil inilah yang menjadi
“pangkal sengketa” yang perlu mendapat penyelesaian secara adil.hal imilah yang mendasari
adanya upaya administratif dalam pemberian hukuman disiplin.mencermati hal tersebut, pada
dasarnya hak untuk membela kepentingan hukum merupakan salah satu bentuk hak asasi
yang dmiliki oleh seseorang/sekelompok orang. Untuk itu, hak untuk membela kepentingan
hukum, khususnya dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara telah
dicantumkan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun
2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: “setiap orang orang atau badan
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hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan TUN berhak
mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar
keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa
disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan
undang-undang.pengadilan khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan
peradilan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak. pada pengadilan khusus dapat
diangkat hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang
membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu
tertentu, pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
sengketa tata usaha negara.

Dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan
peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata
usaha negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti
rugi dan/administratif yang tersedia. upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat
ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu
keputusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilaksanakan dilingkungan pemerintahan
sendiri dan terdiri atas dua bentuk, yaitu banding administratif dan keberatan.

Dalam hal ini penyelesaian harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari
yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan
banding administratif. dalam hal penyelesaian keputusan tata usaha negara tersebut harus
dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan
itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut keberatan. berbeda dengan prosedur di
peradilan tata usaha negara, maka pada prosedur banding administratif atau prosedur
keberatan dilakukan penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari
segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus.

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya
keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu
keputusan tata usaha negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh
suatu upaya administratif. pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif yang
bersangkutan telah digunakan, apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut telah
ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, barulah
persoalannya dapat digugat dan diajukan kepengadilan yang berwenang dalam ini adalah
Peradilan Tata Usaha Negara.

Faktor-faktor Penghambat dalam Pengajuan Banding Administratif

Pengujian (toesting) dalam upaya administrasi berbeda dengan pengajuan di Peradilan
Tata Usaha Negara. Di peradilan Tata Usaha Negara pengujiannya hanya dari segi
penerapan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
yaitu apakah keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan dengan bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik (AAPUB).

Sedangkan pada prosedur upaya administrasi, pengujiannya dilakukan baik dari segi
penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus, sehingga
pengujiannya dilakukan secara lengkap. tidak semua peraturan dasar penerbitan Keputusan
Tata Usaha Negara mengatur mengenai upaya administrasi, oleh karena itu adanya
ketentuan pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara merupakan aspek procedural yang sangat penting yang
berkaitan dengan kompetensi atau wewenang untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara.

Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa
peninjauan surat keberatan, maka gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang
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bersangkutan diajukan kepada pengadilan tata usaha negara. dan apabila peraturan
dasarnya menentukan adanya upaya administratif administratif berupa surat keberatan dan
atau mewajibkan surat banding administratif, maka gugatan terhadap keputusan tata usaha
negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan kepada langsung
kepada pengadilan tinggi tata usaha negara dalam tingkat pertama yang berwenang untuk
menerima dan menyelesaiakan sengketa kepegawaian tersebut.

Kendala dalam penyelesaian sengketa kepegawaian tersebut misalnya bisa dilihat dari
sisi pihak penggugat yaitu Aparatur Sipil Negara.Tak jarang penyelesaian sengketa
kepegawaian terkendala lantaran ketidaktahuan dari pihak penggugat terkait prosedur dan
ketentuan yang mesti ditaati atau diikuti saat mengajukan upaya penyelesaian sengketa
kepegawaian baik di tingkat upaya administratif maupun upaya pengadilan. Misalnya
ketidaktahuan terhadap tenggang waktu, berkas yang mesti diserahkan dan bagaimana
mengajukan berkas (surat). sehingga, akibat ketidaktahuan tersebut, tak jarang , upaya yang
dilakukan oleh pihak penggugat dalam rangka penyelesaian sengketa kepegawaian (akibat
dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara atau hukuman disiplin dari Badan/Pejabat
Tata Usaha Negara terhadapnya) tidak diterima karena tidak sesuai dengan prosedur atau
ketentuan yang telah diterapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kendala lainnya bisa dilihat pula dari upaya penyelesaian sengketa kepegawaian pada
tahap upaya administratif.penyelesaian sengketa kepegawaian pada tahap upaya
administratif ini memang memiliki sisi positif. sisi positifnya yaitu penilaia atas suatu
Keputusan Tata Usaha Negara yang diajukan keberatan atau banding administratif dapat
dilakukan secara lengkap baik dari segi legalitas (rechtmatigheid) maupun aspek opurtunitas
(doelmatigheid). 49selain itu, para pihak yang bersengketa tidak dihadapkan pada hasil
keputusan menang atau kalah (win or loose) seperti halnya di lembaga peradilan karena
upaya administratif lebih menekankan pendekatan musyawarah di antara para pihak-pihak
yang terlibat sengketa.

Upaya administratif ini juga memiliki sisi negatifnya, sisi negatifnya adalah memungkinkan
timbulnya konflik kepentingan dalam penilaian karena Badan/Pejabat Tata Usaha Negara
yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dan tim penilai kadang-kadang memiliki
hubungan dan kepentingan baik secara langsung ataupun tidak langsung sehingga
mengurangi penilaian maksimal yang seharusnya dilakukan dengan objektif. Hal inilah yang
bisa melahirkan kendala dalam penyelesaian sengketa kepegawaian terutama dalam tahap
penyelesaian sengketa dalam tahap upaya administratif.

Selain itu, kendala dalam penyelesaian juga dapat terjadi pada tahap penyelesaian
sengketa pada tahap persidangan (jalur hukum). dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Peradilan
Tata Usaha Negara dalam hal ini menjadi lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan
sengketa kepegawaian, sisi positif dari upaya penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui
jalur pengadilan atau jalur hukum ini adalah terbukanya upaya hukum banding (di tingkat
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) dan kasasi (di tingkat Mahkamah Agung) bagi pihak-
pihak yang berperkara. kekurangan mendasar dari prosedur penyelesaian sengketa
kepegawaian dalam upaya pengadilan ini adalah tidak adanya kewenangan Peradilan Tata
Usaha Negara untuk melakukan eksekusi putusan. Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal
ini hanya sebatas memutuskan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek
sengketa tetap berlaku atau tidak.

Sementara proses eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dikembalikan
kepada kepatuhan moral Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang membuat Keputusan Tata
Usaha Negara tersebut. Inilah yang menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa
kepegawaian yang ditempuh melalui upaya atau jalur pengadilan. dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
Pengadilan Tata Usaha Negara memang ada disebutkan pemberian sanksi terhadap pihak-
pihak yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sanksi yang dapat
diberikan kepada pihak yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di
antaranya adalah sanksi berupa uang paksa, sanksi administratif serta pemuatan dalam
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media massa. yang menjadi persoalan adalah peraturan perundang-undangan tidak
mengatur dan menyebutkan dengan jelas mengenai jumlah uang paksa yang dapat diberikan
serta berbagai mekanisme pemungutannya.

Selain itu, tidak dijelaskan pula rincian mengenai sanksi administratif yang dapat
diberikan kepada pihak-pihak tersebut, termasuk pihak yang dapat menentukan jenis sanksi
yang diberikan. Sanksi dalam bentuk pemuatan pada media massa daerah pun dalam hal ini
juga harus mengandalkan laporan dari masyarakat atau pihak penggugat, maka sanksi
berupa pemuatan berita di media massa berita di media massa daerah menjadi tidak dapat
dilaksanakan walaupun pihak yang dikenai putusan tidak segera melaksanakan putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal demikian menjadi persoalan tersendiri dalam
penyelesaian sengketa kepegawaian, khususnya dalam memberikan perlindungan pada
pihak pencari keadilan sebab pemberian sanksi tidak dapat dijalankan secara optimal akibat
kurang jelasnya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.

Ketika putusan pengadilan yang berkekuatan hukum telah keluar dan membatal
Keputusan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara,
maka sangat diperlukan kontrol yang kuat baik dalam rangka untuk memastikan putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara
bersangkutan ataupun pemberian sanksi bagi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak
melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Kendala lain yang dihadapi dalam konteks
penyelesaian sengketa kepegawaian juga berkaitan dengan rasa kepercayaan masyarakat
terhadap fungsi badan peradilan. seperti diketahui, salah satu lembaga yang paling tidak
dipercayai oleh masyarakat Indonesia adalah lembaga penegakan hukum, termasuk
peradilan. ini salah satu sebabnya karena lembaga peradilan dianggap gagal memenuhi
ekspetasi publik sebagai benteng terakhir untuk memperoleh keadilan.

Melihat Perkara-perkara pengadilan bagi sebagian besar masyarakat dianggap ditangani
dengan berbelit-belit, tidak efisien, tidak transparan dan mahal ongkosnya. Dengan
rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan, ini juga menyebabkan
terhambatnya efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi peradilan.dalam konteks Peradilan Tata
Usaha Negara, maka apabila kepercayaan masyarakat pada badan peradilan ini menurun, ini
menyebabkan proses pelaksanaan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara tidak berjalan
optimal. hal demikian dikarenakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Peradilan Tata
Usaha Negara sangat tergantung pada gugatan yang diajukan oleh masyarakat. tanpa
adanya gugatan dari pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas suatu Keputusan Tata
Usaha Negara, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat memberikan perlindungan
hukum bagi pihak tersebut apabila tidak ada gugatan. oleh sebab itu, dapat dikatakan,
kepercayaan masyarakat pada Peradilan Tata Usaha Negara memiliki peran yang sangat
penting bagi terlaksananya fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam memberikan
perlindungan hukum bagi pihak-pihak pencari keadilan dalam konteks ini adalah Aparatur Sipil
Negara yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa
hukuman disiplin berat yang jelas merugikan dirinya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang masalah sengketa
kepegawaian dalam hal upaya banding administratif, maka faktor penghambat dalam
pengajuan upaya banding administratif yaitu:

a. faktor Internal, yaitu dari segi pemahaman seorang Aparatur sipil negara tentang
apakah upaya yang dapat diajukan ketika menerima hukuman disiplin berat namun
merasa tidak puas dengan hukuman tersebut dan ingin mengajukan suatu upaya,
namun wawasan tentang banding administratif tidak diketahui oleh Aparatur sipil
negara yang menerima keputusan tata usaha negara berupa hukuman disiplin berat
sehingga menimbulkan akibat hukum bagi aparatur sipil negara tersebut.

b. Faktor Eksternal, yaitu pada peraturan perundang-undangan dalam hal ini, pengajuan
banding administratif diajukan tertulis kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian
yang berkedudukan dipusat yaitu Jakarta, tentu menjadi penghambat bagi Aparatur
sipil negara untuk mengajukan banding administratif yang diajukan secara tertulis
kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tenggang waktu dalam pengajuan
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banding administratif hanya 14 (empat belas) hari setelah Aparatur sipil negara
menerima surat keputusan hukum disiplin dari pejabat yang berwenang menghukum
apabila lewat dari tenggang waktu tersebut maka banding administratif tidak dapat
diterima, kurangnya wawasan dan pemahaman Aparatur sipil negara tentang
bagaimana prosedur pengajuan banding administratif agar dapat berjalan sesuai
dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
karena kurangnya wawasan tersebut dapat mengakibatkan banding administratif
seorang Aparatur sipil negara ditolak dan tidak dapat diterima apabila, setelah
menerima surat keputusan berupa hukuman disiplin berat dari pejabat yang
berwenang menghukum aparatur sipil negara mengajukan banding administratif ke
peradilan tata usaha negara, maka gugatan tersebut akan ditolak karena tidak sesuai
dengan prosedur. prosedur yang berlaku dalam hal banding administratif adalah
setelah menerima surat keputusan berupa hukuman disiplin berat, maka upaya
banding administratif dapat diajukan ke BAPEK apabila tidak puas, maka lanjut
gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan upaya terakhir yaitu kasasi
yang diajukan kepada Mahmakah Agung.

4 KESIMPULAN

1. Prosedur pengajuan banding administratif oleh Aparatur Sipil Negara diajukan kepada
badan pertimbangan kepegawaian, waktu pengajuan hanya 14 (empat belas) hari
setelah surat diterima banding administratif dapat diajukan secara tertulis dan disertai
dengan alasan-alasan dan bukti sanggahan. dalam mengambil keputusan dilakukan
dengan musyawarah dan mufakat dengan waktu paling lama 180 ( seratus delapan
puluh) hari.

2. Prosedur banding administratif ke Peradilan tata usaha negara, gugatan diajukan ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, diajukan kepada kepaniteraan.
Banding administratif diajukan paling lama 90 (Sembilan puluh hari) setelah putusan
badan pertimbangan kepegawaian diterima. dalam mengajukan gugatan akan
dilakukan proses Dismissal , setelah lolos proses dismissal maka pemeriksaan akan
dilakukan. dengan kedudukan Aparatur Sipil Negara berkedudukan sebagai
penggugat dan badan pertimbangan kepegawaian berkedudukan sebagai tergugat.

3. Faktor penghambat dalam pengajuan Banding Administratif, terbagi atas faktor
internal dan eksternal, faktor internal yaitu kurangnya wawasan dan pemahaman
Aparatur Sipil Negara mengenai prosedur upaya bandingadministratif baik di badan
pertimbangan kepegawaian maupun di peradilan tata usaha negara, sedangkan faktor
eksternal yaitu, terkait tenggang waktu pengajuan banding administratif . mengajukan
banding administratif berupa gugatan Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta. tentu akan menghabiskan baik materi maupun waktu dalam mengajukan
banding administratif .
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